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ABSTRAK 

Nurfitria Anugrah, Strategi Pemerintah Kabupaten Wajo Dalam 

Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kain Sutera Di Desa 

Pakkanna (dibimbing oleh Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.S.i dan Dr. 

Muhammad Yahya, M,Si) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah Kabupaten 

Wajo dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kain sutera di 

Desa Pakkanna. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memaksimalkan 

pengembangan UMKM kain sutera Di Desa Pakkanna, Kabupaten Wajo. Dalam 

hal tersebut, peran pemerintah sebagai stabilisator yaitu untuk menjaga stabilitas 

UMKM kain sutera. Sebagai innovator juga memiliki peran untuk menciptakan 

dan mengembangkan hal-hal baru pada agar dapat berkembang dan berjalan 

dengan lancar. Sebagai modernisator, pemerintah mengarahkan masyarakat 

menuju modernisasi, pemerintah memberikan suatu pendidikan dan pelatihan 

agar dapat meningkatkan pengetahuaan, keterampilan serta kualitas mutu produk. 

Sebagai pelopor pemerintah berperan sebagai perumus kebijakan dan penyusun 

rencana pembangunan. Sehingga mampu menunjukkan contoh nyata dan 

mendorong semangat masyarakat melalui tindakan yang bermanfaat. Dengan 

tahapan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan maksimal, 

sehingga pengrajin dan kelompok UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo bisa 

berkembang dan dikenal di dunia global. 

Kata Kunci : Stabilisator, Innovator, Modernisator, Pelopor. 
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A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional yang mencakup semua aspek kehidupan 

bangsa diselenggarakan bersama masyarakat dan pemerintah. Situasi 

masyarakat umum berfungsi sebagai pembangun utama, dan pemerintah 

berkomitmen kuat untuk memberikan bantuan dan bantuan Pemerintah telah 

melakukan berbagai upaya penyelamatan UMKM (Sugiri, 2020). 

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang pemerintahan 

umum dari pusat, yang meliputi mengambil setiap tindakan untuk 

kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Pérez, 

2017). 

UMKM merupakan penggerak perekonomian masyarakat yang 

memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat (Yusnita et 

al., 2022). Menurut UU No. 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) adalah Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang 

per-orangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria 

yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak 

termasuk tanah bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan 

paling banyak Rp. 300.000.000. 
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Usaha kecil, yaitu usaha yang ekonomi produktif yang berdiri sendiri 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai atau besar dengan kriteria tertentu . Usaha menengah, yaitu usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar (Hamza & Agustien, 2019). 

Pemberdayaan UMKM melalui pengurus dan anggotanya merupakan 

hal yang sangat penting guna menghadapi persaingan di era Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA) pada Tahun 2015 (Dewi et al., 2021). Tingginya 

populasi usia produktif di Indonesia tidak berbanding lurus dengan 

ketersedian jumlah lapangan pekerjaan, sehingga mendorong masyarakat 

Indonesia berlomba-lomba menciptakan terobosan untuk meningkatkan 

persaingan demi memajukan sektor prekomunian. Pengembangan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang dilakukan 

pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan dan 

mendorong pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran dan tanggung jawab 

Pemerintah Daerah. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki 

tanggung jawab serta peran yang sangat besar untuk mengurus urusan 

pemerintahannya termasuk didalamnya dalam hal pembangunan ekonomi. 

Salah satu kewajiban yang harus dijalankan Pemerintah Daerah dalam 
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pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakatnya (Salam & Prathama, 2022). 

Dalam perspektif dunia, telah diakui bahwa peran UMKM sangat 

penting dalam pemebangunan serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

berkembang di suatu Negara. UMKM sangat penting karena tidak hanya 

kelompok usaha mendominasi operasi unit. Menyerap tenaga kerja paling 

bangak dibangandingkan Usaha Besar (UB), juga memberikan kontribusi 

terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB Expor, Devisa, dan 

menciptakan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan. 

Dengan demikian, UMKM memiliki peran strategis dalam 

prekomunian Indonesia. UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada 

berbagai permasalahan-permasalahan, seperti : pemasaran, modal atau 

pembiayaan, bahan baku, teknologi, SDM, kewirusahaan, manajemen, 

birokrasi dan infrastruktur, kemitraan, serta UMKM dituntut untuk 

memiliki daya saing. 

Dengan megikuti perubahan UMKM akan tidak mampu 

meningkatkan kapasitas dan daya saing tanpa keterlibatkan semua pihak. 

Pihak utama yang terlibat dalam hal tersebut adalah pemerintah melalui 

kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM, serta membutuhkan 

strategi dalam pengembangannya, membutuhkan penerapan Digital 

Marketing serta model bisnis yang sesuai bagi kebutuhan UMKM agar 

dapat berkembang dan tercapainya daya saing UMKM baik nasional 

maupun global. 
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UMKM di Indonesia mempunyai kontribusi yang penting sebagai 

penopang prekomunian. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi 

nasional dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga berperan dalam 

pendistribusian hasil-hasil usaha sebagai penggerak aktivitas ekonomi 

nasional. UMKM juga memiliki potensi yang begitu besar bagi peningkatan 

prekomunian rakyat. Namun, kenyataanya UMKM masih mengalami 

berbagai hambatan internal maupun eksternal dalam bidang produksi, 

pengolahan, pemasaran, modal dan lain-lain. 

Regulasi Pemerintah yang diperlukan untuk memberikan peluang 

berkembangnya UMKM di pedesaan meliputi dengan adanya pemeberian 

sarana dan prasarana, pembinaan, serta pengembangan jaringan usaha untuk 

mendukung eksistensi masyarakat menghadapi persaingan ekonomi. 

Indonesia yang terdiri dari 72.000 desa memiliki potensi yang sangat besar 

dalam mengembangkan UMKM sebagai salah satu faktor utama pendorong 

perkembangan ekonomi Indonesia di tengah pesatnya arus globalisasi 

sehingga harus menghadapi tantangan global. 

Maka dari itu Kelompok Wirausahawan Desa (Entrepreneurs Village) 

sebagai potret pengembangan UMKM sebagai suatu solusi dari sistem 

prekomunian. Menurut Gede Geva (2009:15-18) dalam pengembangan 

UMKM peran pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai 

fasilitator, regulator, katalisator. 

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah memberikan kemampuan 

UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. 
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Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator 

adalah membantu mencari jalan kuluar agar UMKM mampu mendapat 

pendanaan yang dibutuhkan. Peran pemerintah dalam sebagai regulator 

adalah membuat suatu kebijakan agar mempermudah dalam pengembangan 

usaha UMKM. Pemerintah juga berfungsi untuk menjaga kondisi 

lingkungan usaha agar tetap kondusif. 

Peran pemerintah sebagai katalisator adalah pengembangan UMKM 

dalam mempercepat proses berkembangnya. Pemerintah menjalankan 

berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas atau kelompok dan 

Lembaga masyarakat yang mendukung antara lain adalah : Karang Taruna, 

PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), LPMD (Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa) (Mustari et al., 2021) untuk memproduktif 

bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual 

(perlindungan hak dan kekayaan intelektual), serta pemberian modal. 

Salah satu bagian dari UMKM di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi 

Selatan yaitu usaha kecil, industri tenun sutera yang biasa disebut Kain 

Suterayang merupakan sektor yang dominan diantara industri lainnya. Data 

awal, terdapat sekitar 50 UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. Namun, 

angka ini dapat berubah seiring dengan perkembangan waktu dan 

perubahan data terkini. 

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan industri sutera yang terbesar di 

Indonesia, sementara Kabupaten Wajo memiliki unit usaha tenun terbanyak 

di antara kabupaten lainnnya. Industri tersebut masih berupa usaha rumah 
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tangga (home industry). Indonesia adalah Negara yang kaya akan produk- 

produk yang bersaing di pasar internasional. Salah satunya adalah Kain 

Sutera. Kain Sutera yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat 

Kabupaten Wajo. 

Kabupaten Wajo yang mempunyai julukan sebagai “Kota Sutera” 

merupakan industri rumah tangga yang bertumbuh kembang dan berevolusi 

yang terlanjur menguasai hajat hidup sebagian besar masyarakat di 

Kabupaten Wajo. Pekerjaan ini telah ditekuni oleh masyarakat secara turun 

temurun, yang dilakukan dengan menggunakan alat yang masih sederhana. 

Pemasaran yang terbesar di seluruh Indonesia yang dikenal dengan 

nama sarung bugis dan kain ikat bugis. Secara garis besar, peralatan yang 

digunakan oleh industri tenun ini adalah walida (gendongan) yang 

menghasilkan sarung sutera. Dimasa lampau, kain sutera hanya di buat 

untuk acara atau keperluan pribadi. Kain ini biasa digunakan untuk 

menghadiri acara pernikahan, dan digunakan pada saat hari raya lebaran dan 

masih berlangsung sampai sekarang. 

Kain tenun sutera Sulawesi Selatan, disebut juga dengan Lipa’Sabbe 

yang dalam bahasa Bugis, Lipa’ berarti sarung dan Sabbe Berarti Sutera. 

Pada umumnya proses pembuatan benang sutera menjadi kain sutera masih 

menggunakan alat tenun yang tradisional, yang biasa disebut dengan 

gendongan. Ada 2 jenis sutera yang ada di Sulawesi Selatan yang sangat 

terkenal, kain sutera Bugis-Sengkang yang berasal dari suku Bugis, dan kain 

Sutera Mandar, yang berasal dari suku Mandar. Untuk menghasilkan sarung 
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sutera. Pengrajin memelihara ulat yang disebut dengat ulat sutera Cina dan 

ulat sutera Jepang, sehingga hasil tenun sutera lebih halus, mengkilat dan 

lebih tahan lama. 

Kain tenun Sengkang hadir dengan beragam motif yang khas. Mulai 

dari cobo, makkalu, balo tettong, balo renni, ukiran Toraja, dan aksara 

Bugis. Aneka motif ini tentunya dirangkai menggunakan benang sutera 

dengan warna yang cukup mencolok. Tentunya, warna tersebut memiliki 

makna yang berbeda-beda. Warna tersebut biasa digunakan untuk 

membedakan apakah si pemakai kain tenun Sengkang merupakan 

perempuan yang ingin menikah (Puspasari et al., 2022). 

Kecamatan Tanasitolo, tepat di Desa Pakkanna merupakan salah satu 

daerah pengrajin kain sutera yang ada di Kabupaten Wajo. Dimana sebagian 

besar masyarakatnya berprofesi sebagai penenun kain sutera. Dalam 

melakukan produksi, pengusaha terkadang mendapatkan kendala dalam 

memproduksi kain sutera. Berdasarkan hasil pengamatan, yang dapat 

diidentifikasi yaitu terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pengrajin 

dalam mengkreasikan motif, adanya keterbatasan modal, serta kesulitan 

dalam pemasaran produk. 

Keterbatasan mengenai modal usaha merupakan masalah umum yang 

dihadapi oleh banyaknya UMKM, termasuk UMKM kain sutera di 

Kabupaten Wajo. Modal usaha yang terbatas dapat membatasi kemampuan 

untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas produk, atau 

melakukan  inovasi  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  permintaan 
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pemasaran. Hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan usaha serta 

mengurangi daya saing UMKM pada saat produksi. 

Kurangnya pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. Kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan dalam manajemen usaha, desain produk, teknik produksi, 

pengelolaan keuangan dan pemasaran dapat menghambat usaha yang 

sukses. Tanpa pengetahuan yang memadai, UMKM sulit untuk 

mengembangkan strategi yang efektif, meningkatkan kualitas produk, 

memasuki pasar yang lebih luas, atau menciptakan peluang yang baru. 

Kesulitan dalam pemasaran produk, UMKM kain sutera di Kabupaten 

Wajo mungkin menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk. 

Kurangnya akses dalam pemasaran dan ketidakmampuan untuk mencapai 

pelanggan potensial secara efektif dapat menjadi suatu hambatan dalam 

pemasaran produk. Pertenunan di kota yang dikenal sebagai julukan “Kota 

Sutera” merupakan suatu usaha industri rumah tangga (home industry) yang 

bertumbuh kembang dan berevolusi secara massif yang terlanjur menguasai 

hajat hidup masyarakat di Kabupaten Wajo. Pekerjaan ini telah ditekuni 

oleh masyarakat secara turun-temurun yang dilakukan dengan 

menggunakan alat yang masih sederhana. Namun, pemasaran yang terbesar 

dan dikenal di seluruh Indonesia dikenal dengan nama sarung Bugis atau 

sarung sutera. 

Dilihat dari besarnya sumbangan masyarakat industri rumah tangga 

pertenunan, pada dasarnya Kabupaten Wajo mempunyai peluang yang besar 
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untuk berkembang. Maka dengan itu, perkembangan industri penenun 

diharapkan dapat memiliki peran yang akan menjadi media dalam 

pengetasan kemiskinan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas maka rumusan 

masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM 

kain suteradi Kabupaten Wajo? 

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan UMKM 

kain sutera di Kabupaten Wajo? 

C. Tujuan 

 

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas maka tujuan 

penelitianini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah dalam mengembangkan 

UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. 
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D. Kegunaan 

 

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah Penelitian ini dapat 

digunakan sebagai acuan referensi dan perbaikan dalam 

mengembangkan penelitian yang dilakukan selanjutnya tentang 

strategi Pemerintah kabupaten Wajo dalam pengembangan 

UMKM kain sutera di Desa Pakkanna. 

2. Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah 

 

a. Memerikan informasi yang spesifik tentang pengembangan 

UMKM kain Sutera di Kabupaten Wajo, sehingga dapat 

membantu pemerintah dalam menyusun strategi yang tepat 

untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor 

usaha tersebut. 

b. Menyediakan dasar pengetahuan dan pemahaman yang 

mendalam tentang potensi dan peluang pengembangan 

UMKM kain Sutera di Kabupaten Wajo, Sehingga 

pemerintah dapat merancang kebijakan yang berfokus pada 

pengembangan sektor ini dan memasimaksimalkan 

manfaatnya bagi masyrakat setempat. 

c. Melakukan analisis terhadap keberlanjutan UMKM kain 

Sutera di Kabupten Wajo, termasuk aspek keuangan, 

pemasaran, manajemen,dan pengembangan produk, sehingga 

pemerintah dapat memberikan dukungan yang tepat dalam 

memastikan kelangsungan UMKM tersebut. 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang dijadikan 

sebagai bahan acuan atau sreferensi dalam suatu penelitian sebagai 

pembeda maupun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu. 

VOSviewer adalah alat perangkat lunak untuk membuat, menjelajahi, dan 

menvisualisasikan peta jaringan metadata. Dapat disimpulkan bahwa 

perangkat ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu pertama membuat 

bibliometric berdasarkan jaringan metadata. Peta tersebut dapat membuat 

jaringan publikasi ilmiah, jurnal, peneliti, institusi, negara dan kata yang 

sudah tersedia. Kedua memvisualisasikan dan menjelajahi peta bibliometrik. 

Bibliometrik merupakan bagian analisis terhadap buku, artikel, dan jurnal. 

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini 

 

yaitu, 

 

1. Ruang lingkup perkembangan UMKM : Penelitian sebelumnya 

telah melihat perkembangan UMKM di kabupaten Wajo, tanpa 

memfokuskan industri kain sutera. Sementara itu, penelitian ini 

fokus pada pengembangan UMKM kain sutera. 

2. Tujuan penelitian : Tujuan penelitian sebelumnya yaitu untuk 

mengetahui eksplorasi tentang perkembangan UMKM. Namun, 

penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah 

dalam pengembangan UMKM kain sutera. 

11 
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3. Metode penelitian : Penelitian sebelumnya menggunakan metode 

kuantitatif, berdasarkan tentang survey statistic untuk 

mendapatkan data umum. Sementara itu, penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. 

4. Berdasarkan tentang hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

sebagai lampiran penelitian. 

Adapun penelitian terdahulu yang saya angkat antara lain : 

 

Gambar 2.1 

Penelitian terdahulu 

 

Sumber hasil analisis dari VOSviewer 2023 

 

Pada gambar tersebut merupakan hasil penelusuran kepustakaan 

menggunakan publish or perish ditemukan sebanyak 100 artikel jurnal 

dengan rentan waktu 2013-2023 yang berkaitan erat dengan kata kunci 
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strategi pemerintah, pengembangan, dan UMKM. Artikel tersebut kemudian 

dikelola menggunakan VOSviewer untuk menentukan posisi posisi 

penelitian. Artikel tersebut kemudian dianalisis dan dimasukkan kedalam 

aplikasi VOSviewer. Dari penelitian terdahulu terdapat persamaan yang 

membahas tentang UMKM, home industry guna untuk mendukung 

peningkatan wirausaha masyarakat dengan melakukan pemberdayaan 

masyarakat. 

B. Tinjauan Teori dan Konsep 

 

Menurut Sugiyono dalam (Isnani Sara Aprili, Eka Supriatna dan 

Andika Triansyah, 2020:3) Metode penelitian pengembangan adalah metode 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan mengkaji 

keefektifan produk tersebut. Lain halnya, untuk menghasilkan produk 

tertentudiperlukan analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk 

tersebut (Engel, 2017). 

Menurut Pranadjaja (2003) Gagasan Pemerintah menjelaskan bahwa 

“Istilah ini berasal dari pemerintah kata perintah, yang berarti kata kata yang 

bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah 

adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah (Puspasari et 

al., 2022). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, 

apabila seseorang melaksanakan hak- hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan 

(Nirwana et al., 2017). 

Pengembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo melalui 



14 
 

 

 

 

 

perspektif strategi pemerintah akan dikaji melalui konsep yang relevan 

dengan fokus yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji 

konsep yang relevan sebagai berikut : 

1) Pengembangan UMKM 

 

Berikut ini merupakan pembahasan dengan menggunakan landasan 

teori Febriantoro (2018) yang meliputi 4 faktor utama, yaitu antara lain 

peran pemerintah sebagai Stabilisator, Inovator, modernisator, dan juga 

pelopor (Febriantoro, 2018). 

1) Peran pemerintah sebagai stabilisator 

Peran Pemerintah Daerah sebagai stabilisator memiliki peran 

untuk menjaga stabilitas iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). UMKM memerlukan usaha iklim agar tetap stabil dan 

dapat semakin maju dan berkembang (Chalim et al.,2022). Salah satu 

cara agar tetap stabil ialah dengan memberikan berbagai bantuan 

modal usaha untuk para pelaku UMKM. Menurut (Amalia, 2018) 

mengemukakan bahwa komponen utama yang menentukan suatu 

usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat bertumbuh dan 

berkembang efektif adalah dengan adanya bantuan modal. 

Bantuan modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadappendapatan para pelaku usaha (Wirawan et al., 2015). Tanpa 

adanya bantuan modal usaha, maka akan mengalami kesulitan dalam 

proses pengembangan usaha dalam upaya peningkatan pendapatan. 

Peran pemerintah selaku stabilisator menjadi sebuah hal penting 



15 
 

 

 

 

 

dalam pengembangan suatu Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah yang memiliki peran 

sebagai stabilisator harus mampu memberikan bantuan modal usaha 

kepada para pelaku UMKM. Peran Pemerintah Daerah sebagai 

stabilisator menjadi sebuah hal penting dalam pengembangan 

UMKM. 

2) Peran Pemerintah Sebagai Innovator 

 

Pemerintah Daerah selaku innovator memiliki peran untuk 

menciptakan dan mengembangkan hal-hal yang baru pada suatu 

UMKM agar UMKM dapat berkembang dan berjalan dengan lancar. 

Peran inovator menjadi peran yang sangat penting untuk menunjang 

kemajuan dari UMKM. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten 

Wajo harus mampu berinovasi untuk menciptakan ide atau gagasan 

baru untuk dikembangkan menjadi lebih berdaya guna dan memiliki 

nilai manfaat yang tinggi agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) kain sutera di Kabupaten Wajo dapat berkembang lebih 

pesat. 

3) Peran Pemerintah Sebagai Modernisator 

 

Pemerintah Daerah yang bertugas dalam mengarahkan 

masyarakat menuju modernisasi dan meninggalkan pemikiran yang 

sudah tidak sesuai dengan kehidupan modern agar masyarakat dapat 

semakin maju dan berkembang. Pemerintah Daerah harus melakukan 

kebijakan agar pemikiran pelaku UMKM dapat terus meningkat dan 



16 
 

 

 

 

 

terbaharui dan dapat terus mengikuti perkembangan zaman. 

Pemerintah Daerah selaku modernisator perlu melakukan dan 

memberikan suatu pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia 

agar dapat ingatkan pengetahuan, keterampilan serta kualitas mutu 

produk. 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro 

Kecil danMenengah pasal 1 dinyatakan bahwa perkembangan adalah 

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk 

memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui 

pemberian bimbingan untuk menumbuhkan dan menigkatkan 

kemampuan dan daya saing UMKM. 

Menurut Syfa et al (2021) bimbingan pelatihan bagi para pelaku 

UMKM merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan 

atau upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk 

pemberian bantuan kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh tenaga 

professional pelatihan dalam waktu tertentu yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan kinerja pelaku usaha dalam bidang 

tertentu guna meningkatkan efektifitas dan produktifitas usaha. 

4) Peran Pemerintah Sebagai Pelopor 

Pemerintah Daerah selaku pelopor tidak hanya menjalankan 

fungsinya selaku perumus kebijakan dan penyusun rencana 

pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang 

mampu menunjukkan contoh nyata dan mendorong masyarakat untuk 
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mengikuti melalui tindakan nyata jika memang hal tersebut 

bermanfaat. Sebagai pelopor, Pemerintah daerah juga memiliki peran 

yang mampu mendorong semangat masyarakat untuk melakukan hal 

positif yang berdampak kepada UMKM tersebut. 

Perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara 

berkomunikasi masyarakat namun juga metode perdagangannya. 

Pertumbuhan e-commerce yang semakin banyak berguna menjadi 

tempat jual beli barang secara online yang bisa digunakan oleh 

pengusaha. Kesempatan ini tidak dilewatkan oleh para pelaku 

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dimana marketplace 

untuk UMKM dimanfaatkan oleh pemilik usaha kecil menengah. 

Selama ini kendala yang selalu dihadapi oleh UMKM adalah 

masalah pemasaran. Dengan adanya e-commerce merupakan peluang 

bagi UMKM, karena dengan menggunakan pemasaran 

memungkinkan UMKM akan lebih luas dan promosi lebih murah 

(Mukhsin, 2019). 

Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Wajo dapat 

mendorong pengembangan UMKM kain sutera, menciptakan 

lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan 

mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

2) Konsep Strategi Pengembangan Pemerintah 

 

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa konsep strategi dalam 

pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 
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Indonesia. Antara lain : 

 

a. Peningkatan Akses Modal 

 

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Sehingga pemerintah 

menyediakan berbagai macam pendanaan dan pembiayaan, seperti 

Kredit Usaha Rakyat (KUR), modal ventura, dan pinjaman micro. 

Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga 

pembiayaan untuk memperluas akses modal bagi UMKM. 

b. Pemberian Pelatihan Dan Pendampinngan 

 

Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 

pengusaha UMKM, baik dalam hal manajemen, pemasaran, produksi, 

hingga peningkatan kualitas produk. Pelatihan dan pendampingan ini 

bertujuan untuk memperkuat keunggulan kompetitif UMKM dan daya 

saing di pasar. 

c. Meningkatkan Akses Pasar 

 

Pemerintah mendorong UMKM untuk meningktkan akses ke 

pasar lokal, regional, dan global. Hal ini dilakukan untuk pelatihan 

pemasaran, pemasaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta 

promosi produk UMKM. 

d. Pengembangan Infrastruktur 

 

Pemerintah membangun infrastruktur yang mendukung 

pertumbuhan UMKM. Seperti pengembangan kawasan industry, 

pusat logistic, serta jaringan distribusi yang efisien. Infrastruktur yang 

baik  dapat  mempermudah  akses  bahan  baku,  transportasi,  dan 
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distribusi produk UMKM. 

 

e. Simplifikasi Regulasi Dan Birokrasi 

 

Pemerintah berupaya menyederhanakan regulasi dan birokrasi 

yang terkait dengan UMKM, seperti perisinan usaha, perpajakan, dan 

ekspor import. Tujuan dari upaya ini adalah mempermudah proses 

administrasi dan mengurangi beban biaya opersional bagi UMKM. 

f. Peningkatan Teknologi Dan Inovasi 

 

Pemerintah mendorong UMKM untuk mengadopsi teknologi 

dan inovasi dalam produksi dan manajemen dalam usaha. 

Pemerintah juga telah menyediakan berbagai macam program 

penelitian dan pengembangan UMKM untuk meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi dalam penerapan teknologi. 

g. Peningkatan Jaringan Dan Kerjasama 

 

Pemerintah telah mendorong UMKM dalam menjalin 

kerjasama dengan lembaga keuangan, perguruan tinggi, pusat riset 

dan lembaga ekonomi. Kerjasama ini meningkatkan akses 

pengetahuan yang lebih luas. Tujuan dari konsep strategi ini adalah 

untuk meningkatkan suatu pertumbuhan dan daya saing UMKM, serta 

dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 

terbukanya lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. 

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha 

maupun masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan 
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Menengah (UMKM). Dengan adanya bantuan fasilitas, melakukan 

pembimbingan dan pendampingan, serta bantuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing 

UMKM. 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002. 

Menjelaskan tentang pengembangan adalah kegiatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan 

kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya 

untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang telah ada, atau untuk menghasilkan teknologi yang 

baru. 

Menurut Setyosari (2016:277) pengembangan adalah suatu 

proses yang dipakai untuk mengembangkan dan mengevaluasi produk 

pendidikan. Sedangkan menurut Sugiono (2008:297) menjelaskan 

bahwa penelitian dan pengembangan adalah penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut. 

Menurut Iskandar Wiyokusumo dalam Afrilianasari (Eunika 

Awalla, Femmy M.G Tulusan dan Alden Laloma, 2018). Pada 

hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal 

maupun non formal yang dilaksakan secara sadar, berencana, terarah, 

teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, 

menumbuhkan,  membimbing,  mengembangkan  suatu  dasar 
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kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan 

yang sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan sebagai bekal 

atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, 

mengembangkan diri kea rah tercapainya martabat, mutu dan 

kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri. 

Pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan keadaan 

teknis, teoritis, koseptual dan moral karyawan sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembagan adalah proses, cara, 

perbuatan mengembangkan. 

Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terarah 

dan terencana untuk membuat dan memperbaiki sehingga menjadi 

produk yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas mutu yang 

lebih baik. 

3) Fungsi Dan Tugas Pemerintah 

 

Menurut Taliziduhu (2011:89) dalam memenuhi kebutuhan 

dasar manusia perlu bekerjasama, dan berkelompok dengan orang lain 

dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk 

berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi 

sosial yang berlaku sebagai control ktivitas dalam mengembangkan 

masyarakat. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan untuk 

bekerjasama,  menyelesaikan  konflik,  dan  interaksi antar sesama 
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warga masyarakat. 

 

Rewansyah dalam Akbar (2016, 19-21) mengungkapkan bahwa 

secaraumum pemerintah memiliki 5 fungsi utama peranan pemerintah 

yaitu : 

1. Fungsi Pengaturan/Regulasi 

 

Fungsi pengaturan atau regulasi yang artinya sebagai penetapan 

kebijakan publik/Negara. Fungsi ini tidak dapat dipindahkan ataupun 

didelegasikan kepada organisasi atau lembaga diluar pemerintahan. 

Kebijakan pemerintah Negara dirumuskan secara tertulis dengan 

mengikuti suatu aturan perundang-undangan sehingga memiliki 

kekuatan hukum yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan 

dihadapan pemegang kedaulatan rakyat. 

2. Fungsi Pelayanan Kepada Masyarakat 

 

Pelayanan kepada masyarakat bertujuan untuk menjaga 

kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, memberikan 

perlindungan dan keamanan, serta ketertiban dan keadilan, 

meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat hubungan 

antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Ryass dalam buku makna 

pemerintahan itu tinjauan dari segi etiga dan kepimimpinan dalam 

Rivai (2010:27), ada 3 fungsi hakiki pemerintah, yaitu pelayanan 

(service), pemberdayaan (empowerttment) dan pembangunan 

(development). 
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3. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat 

 

Fungsi pemberdayaan masyarakat adalah fungsi yang 

berhubungan dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. 

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi, pengetahuan, 

keterampilan, dan kapasitas masyarakat dalam mengatasi kehidupan. 

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan 

kondisi yang menguntungkan bagi masyarakat agar dapat mencapai 

kesejahteraan dan keberlanjutan. 

4. Fungsi Pengelolaan Aset/Kekayaan Negara 

Aset atau kekayaan Negara merupakan sumber daya yang 

terdapat di bumi Indonesia yang dikelola atau diurus pemerintah. 

Menurut Fahmi (2011:113) pengelolaan sumber daya merupakan 

penataan barang- barang, baik yang mempunyai manfaat lebih dari 

setahun (inventaris) maupun barang pakai habis yang diperoleh 

melalui tahapan perencanaan, pengadaan, penerimaan/penyimpangan, 

pendistribusian,pemeliharaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. 

5. Fungsi Keamanan 

 

Fungsi pemerintah dibidang pertahanan, keamanan, ketertiban 

umum, dan pengamanan serta perumusan kebijakan (pengaturan), 

pelayanan publik, pemberdayaan dan fungsi pengelolaan aset Negara. 
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Rasyid dalam Nurwana (2003:13), secara umum tugas-tugas 

pemerintah yaitu : 

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan 

dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari 

dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui 

cara-cara kekerasan. 

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya perselisihan 

antara masyarakat, mejamin akan perubahan apapun yang terjadi 

dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. 

3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada 

masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang 

melatarbelakangi keberadaan mereka. 

4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam 

bidang bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga dan 

non pemerintahan atau yang akan lebih baik dikerjakan oleh 

pemerintah. 

5. Melalukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. 

 

6. Menerapkan kebijakan ekonmi yang menguntungkan masyarakat 

luas. 

7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan 

lingkungan hidup seperti, air, tanah dan hutan. 
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4) Strategi Pemerintah Kabupaten Wajo dalam Pengembangan 

UMKM Kain Sutera 

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran dan tanggung 

jawab Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 

2014 yang berbunyi pemeritah daerah menyelenggarakan urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas bantuan pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas- luasnya sesuai dalam system Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki tanggung 

jawab serta berperan besar dalam mengurus urusan pemerintahannya, 

termasuk pembangunan ekonomi. Salah kewajiban yang harus 

dijalankan Pemerintah Daerah yaitu meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat. 

Strategi pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) kain sutera di Kabupaten Wajo antara lain : 

a. Peningkatan Ekonomi Lokal 

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

kain sutera di Kabupaten Wajo bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat setempat. Yakni dengan memberikan 

dukungan kepada masyarakat pengrajin kain sutera. Pemerintah 

berharap dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperluas 

pemasaran, meningkatkan penghasilan dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi. 
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b. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

 

Melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) kain sutera. Pemerintah memberikan modal, palatihan, dan 

akses pemasaran. Pemerintah berharap pengusaha kain sutera dapat 

lebih dikembangkan melalui bisnis yang baik. Dan meningkatkan 

kualitas dan inovasi produk. 

c. Pemajuan Industri Lokal 

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

kain sutera dapat menjadi strategi pemerintah untuk memajukan 

industri lokal di Kabupaten Wajo. Pemerintah berharap penguatan 

investasi sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi. Serta 

menciptakan produk yang berkualitas yang dapat bersaing baik di 

tingkat regional maupun nasional. 

d. Promosi Kebudayaan Lokal 

 

Kain sutera merupakan produk khas dari kabupaten Wajo yang 

memiliki nilai budaya dan jarah yang tinggi. Pengembangan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kain sutera juga dapat menjadi 

strategi pemerintah untuk mempromosikan kebudayaan lokal serta 

menjaga tradisi turun menuru. Dengan mengembangkan UMKM ini, 

pemerintah berharap dapat lebih memperkenalkan keindahan dan 

keunikan kain sutera Kabupaten Wajo kepada masyarakat luas, baik 

dalam negeri maupun luar negeri. 

Dalam  pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah 
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(UMKM) kain sutera, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya, 

seperti memberikan pelatihan kepada pengusaha kain sutera, 

memberikan akses keperluan produksi, membantu dalam pemasaran 

produk, mengkoordinasikan  kerja sama dengan pihak terkait, 

serta menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung 

perkembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. 

5) Tahapan Pengembangan UMKM 

 

Pengembangan industri kreatif pada UMKM sangat penting 

dilakukan karenamempunyai peran besar dalam pembagunan 

ekonomi terbukti memberikan kontribusi cukup besar dan mampu 

mengatasi pengaguran (Rindrayani, 2017). 

Menurut David Mc Clelland tahapan pengembagan UMKM, di 

antaranya : 

Menengah (UMKM) yang memahami kebutuhaan 

pelanggannya, memiliki sumber dayan yang cukup untuk 

memenuhi permintaan dan mampu menghadapi persaingan pasar. 

a. Tahap keterampilan (skill stage) : UMKM yang 

mengembangkan keterampilan manajerial, pemasaran, 

keuangan, dan operasional agar dapat bertahan dan 

berkembang. 

b. Tahap tahan banting (resistance stage) : UMKM yang 

dapat mengatasi hambatan dan tantangan yang muncul, 

serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan 
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bisnis. 

 

c. Tahap pertumbuhan (growth stage) : UMKM yang 

berhasil memperluas pasar, meningkatkan penjualan dan 

mengembangkanproduk atau jasa yang lebih inovatif. 

6) Faktor yang Mempengaruhi Kelangsungan Pengembangan 

UMKM 

Beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan 

pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kain 

sutera di Kabupaten Wajo. 

a) Faktor Pendukung 

 

Faktor pendukung yang dapat mendukung 

kelangsungan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo 

antara lain : 

1) Potensi bahan baku : Kabupaten Wajo memiliki potensi 

alam yang yang cukup baik untuk produksi sutera. Seperti 

tanaman murbei, tanaman ini merupakan makanan utama 

ulat sutera . keberadaan bahan baku ini yang akan 

memadai pengembangan UMKM kain sutera. 

2) Keterampilan tenaga kerja : Kabupaten Wajo telah memiliki 

sejumlah UMKM kain sutera yang telah berpengalaman 

dalam menghasilkan produk berkualitas. Keahlian tenaga 

kerja dalam proses pembuatan kain sutera memiliki motif 

yang khas sutera Wajo, yang telah diwariskan secara turun 
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temurun, sebagai dukungan penting bagi pengembangan 

UMKM kain sutera. 

3) Pemasaran dan promosi : Promosi dan pemasaran yang 

efektif dapat meningkatkan penjualan dan pengenalan kain 

sutera Wajo kepada masyarakat luar. Dukungan Pemerintah 

Daerah dalam mempromosikan produk lokal ini menjadi 

faktor yang penting bagi perkembangan UMKM kain sutera 

di Kabupaten Wajo. 

4) Infrastruktur : Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti 

jalan bagus, tersedianya akses sumber daya energi dan sarana 

transportasi yang memadai, hal tersebut akan mendukung proses 

produksi produk dan distribusi produk kain sutera Wajo. 

b) Faktor Penghambat 

 

Sementara itu, adapun faktor penghambat yang dapat 

mempengaruhi kelangsungan pengembangan UMKM kain sutera di 

Kabupaten Wajo antara lain : 

1. Persaingan global : Kehadiran produk kain sutera import yang 

lebih murah dan mudah di akses dapat menjadi faktor 

penghambat bagi UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. 

Persaingan tersebut dapat mengancam kelangsungan 

pengembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. 

2. Perubahan gaya hidup dan permintaan pasar : Perubahan 

gaya  hidup  dan  selera  pasar  yang  berubah  dapat 
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pengembangan UMKM kain 

sutera di Kabupaten Wajo 

Faktor pendukung : 

a) Potensi bahan baku 

b) Keterampilan SDM 

c) Pemasaran dan teknologi 

d) Infrastruktur 

Peran pemerintah menurut 

Febriantoro, 2018 : 
a) Stabilisator 

b) Innovator 

c) Modernisator 

d) Pelopor 

Faktor penghambat 

Persaingan global 

 

 

 

 

mempengaruhi permintaan calon konsumen kain sutera. Jika 

UMKM tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, 

maka akan mengalami kesulitan berkembang di masa yang 

akan datang. 

Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dari 

Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat untuk mengatasi 

faktor penghambat dan memaksimalkan faktor pendukung dalam 

pengembangan UMKM kainsutera di Kabupaten Wajo. 

C. Kerangka Pikir 

 

Untuk mengetahui kerangka piker dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada bagan berikut : 

Gambar 2.2 

Bagan kerangka konsep 

 

 

 

 

 
 

 

Kesejahteraan Pengusaha UMKM 

dan penenun tradisional 
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D. Fokus Penelitian 

 

Penelitian ini berkaitan dengan pengembangan pertumbuhan UMKM 

di Indonesia (Suci, 2017). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif dengan memanfaatkan beberapa data sekunder dari lembaga 

penelitian dan beberapa tulisan atau jurnal terdahulu. Peneliti 

mengumpulkan, mengkaji dan mendeskripsikan data mengenai sektor 

UMKM, peran inovasi sosial dan memahami konsep pemberdayaan dari 

berbagai sudut pandang dengan berbagai pendekatan, dianalisis secara 

deskriktif, menggunakan analisa atau interpretasi mengenai gambaran dan 

objek yang terkait dengan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi 

nasional (Ibrahim, 2022). 

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi 

pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) kain sutra di Desa Pakkanna Kabupaten Wajo, tepatnya di 

Kecamatan Tanasitolo. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang dimaksud adalah memberikan pemehaman 

tentang bagaimana langkah-langkah yang diambil dan kebijakan yang 

diterapkan pemerintah Kabupaten Wajo untuk mendorong pertumbuhan 

sektor UMKM kain sutera terutama di Kecamatan Tanasitolo. Dengan 

demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang 

tepat untuk mendukung perkembangan industri Kain Sutera, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wajo. 
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E. Deskripsi Fokus Penelitian 

 

Kabupaten Wajo terkenal sebagai salah satu daerah penghasil 

Kain Sutera  yang  sangat berkualitas  di  Indonesia. Oleh  karena 

itu, pemerintah berperan penting dalam mengembangkan industri 

UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. 

Deskripsi fokus penelitian yang dimaksud adalah strategi 

pemerintah dalam pengembangan UMKM kain Sutera di kabupaten 

Wajo, antara lain yaitu : 

1. Koordinator adalah Pemerintah Daerah sebagai koordinator dalam 

usaha kain sutera 

2. Fasilitator adalah Pemerintah Daerah sebagai fasilitator yaitu 

pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat penenun 

sehingga produk yang dihasilkan lebih berkualitas. 

3. Stimulator adalah Pemerintah Daerah berperan dalam 

pengembangan usaha, agar masyarakat bisa mempertahankan serta 

menumbuh kembangkan investor yang telah ada. Seperti 

pembuatan brosur, membuka lapangan pekerja kain tenun, dan 

sebagaiya. 

4. Kebijakan Dan Regulasi 

 

a) Menganalisis kebijakan dan regualsi yang diterapkan 

pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM kain 

sutera di Kabupaten Wajo. 

b) Melihat bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan 



33 
 

 

 

 

 

stimulant kepada UMKM kain sutera dalam meningkatkan 

produksi, inovasi, dan ekspansi usaha. 

5. Pembinaan Dan Pelatihan 

a) Menganalisis program pembinaan dan pelatihan yang 

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wajo untuk 

mendukung UMKM kain sutera. 

b) Menganalisis manfaat pelatihan UMKM kain Sutera dalam 

meningkatkan kualitas produksi, dan pemasaran. 

6. Pendanaan dan akses pamasaran 

 

a) Tersedianya bantuan usaha, modal, pembiayaan, 

investasi dan kredit usaha. 

b) Meningkatkan aksesibilitas UMKM terhadap modal 

dalam pengembangan usaha. 

7. Kerjasama dan sinergi 

 

Mengidentifikasi sinergi dalam mendukung inovasi antara 

pemerintah, pelaku bisnis, dan pengrajin terkait dalam pengembangan 

UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, pada 11 Januari sampai 

dengan 11 Maret. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten 

Wajo, dan di Desa Pakanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. 

B. Jenis Dan Tipe Penelitian 

1) Jenis penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Jenis penelitian ini merupakan data yang dinyatakan dalam 

bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi. 

2) Tipe penelitian 

 

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian yang deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami 

karakteristik atau fenomena tertentu dalam konteks yang 

mendalam. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan 

menggunakan pendekan secara induktif, dimana data 

dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, atau 

analisis dokumen. Data yang diperoleh tersebut kemudian 

dianalisis secara kualitatif dengan  menganalisis  tema, konsep 
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yang muncul dari data tersebut. 

 

C. Sumber Data 

 

Sumber data adalah data yang dimungkinkan seorang peneliti 

mendapatkan data sejumlah informasi atau data yang dibutuhkan dalam 

penelitian, baik data primer maupun data sekunder dengan proporsi sesuai 

dengan penelitian. 

1) Data Primer 

 

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung 

oleh peneliti dari responden. Data ini diperoleh langsung dari 

lapangan, data yang diperoleh yaitu hasil wawancara, diskusi 

kelompok, rekamansuara/video. Data primer merupakan data pertama 

dimana sebuah data dihasilkan. 

2) Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan 

digunakan sebelumnya oleh pihak lain. Data ini berupa dokumen, 

rekaman, laporan penelitian, atau sumber-sumber yang relevan 

dengan topik yang diteliti. Data sekunder merupakan sumber data 

yang telah diolah atau dianalisis oleh orang lain sebelumnya. 

Sehingga peneliti dapat lebih memahami topik yang sedang 

diteliti. 

D. Informan Penelitian 

 

Metode pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengambilan sampel tujuan (purposive sampling). Artinya teknik 
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penentuan sumber data dengan mempertimbangkan data terlebih dahulu. 

Yakni menentukan informan sesuai dan relevan dengan fenomena 

penelitian yaitu pengembangan UMKM kain sutera melalui home industry. 

Informan yang akan diambil yaitu kelompok UMKM kain sutera, pengrajin 

kain sutera dan Kepala Bidang Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo. 

Dalam prosedur ini penting untuk menggunakan jaringan sosial untuk 

merujuk peneliti kepada orang lain yang berpotensi berpartisipasi untuk 

memberikan informasi yang relevan kepada peneliti. Salah satu bentuk 

kerjasama yang dapat dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, kecil dan 

Menengah ialah kerjasama dengan pola kemitraan perdagangan umum. 

Adapun pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum ialah 

dapat berupa kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau 

penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Choirunnisa, 

2019). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan 

teknik : 

1) Wawancara 

 

Salah satu metode yang digunakan pada saat pengumpulan data 

yaitu teknik wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik dalam 

pengumpulan data atau informasi dengan melakukan interaksi antara 

pewawancara dan informan secara langsung untuk mendapatkan 
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informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 

2) Observasi 

 

Observasi merupakan suatu proses yang dilakukan peneliti 

dalam melakukan proses pengamatan, baik itu prilaku, kegiatan, dan 

interaksi sosial dalam konteks penelitian. Hal tersebut dapat 

memberikan suatu pemahaman tentang fenomena yang dikaji. 

Observasi merupakan kemampuan seseorang melakukan pengamatan 

melalui hasil kerja pancaindra. Tujuan dari observasi adalah untuk 

mengumpulkan informasi dan data mengenai hal-hal yang diamati 

secara langsung, sehingga peneliti dapat menggali data yang 

diusulkan. 

3) Dokumentasi 

 

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan informasi 

yang tertulis, visual, atau fakta yang dapat dinyatakan dalam bentuk 

gambar, angka, grafik, video, laporan, surat dan sebagainya. Tujuan 

dokumentasi adalah untuk memastikan bahwa semua informasi yang 

diperoleh dalam penelitian dapat diakses secara mudah dan dapat 

diverivikasi. 

4) Studi kasus 

 

Studi kasus merupakan suatu metode penelitian yang 

melibatkan analisis terhadap suatu peristiwa. Metode ini digunakan 

untuk menggali informasi yang lebih rinci dan mendalam tentang 

suatu masalah atau kejadian dalam konteks yang nyata. Peneliti dapat 
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melakukan studi kasus tentang individu, kelompok, organisasi, 

ataupun keluarga. 

Studi kasus biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

dari berbagai sumber seperti, wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara 

sistematis untuk memahami gambaran fenomena penelitian. Tujuan 

dari studi kasus adalah untuk mempelajari suatu masalah atau 

kejadian. Dengan ini memungkinkan peneliti untuk menggali 

pemehaman yang mendalam tentang masalah yang akan dikaji. 

F. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data merupakan suatu metode yang digunakan 

untuk mengolah data dan mengambil data. Selain itu, teknik analisis 

data merupakan suatu proses pemahaman tentang metode yang akan 

dikaji. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka teknik 

pengumulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi (Anggia & Shihab, 2018), analisis data dalam melakukan 

dukumentasi sebagai bagian arsip penelitian. Tujuan dari analisis data 

yaitu untuk menggali makna yang terkandung dalam topik kajian yang 

akan diteliti. 

G. Pengabsahan Data 

Salah satu cara penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil 

penelitian adalah dengan melakukan triangulasi sumber data, metode, teori 

yaitu : 
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1) Triangulasi dengan sumber data 

 

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda 

dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan : (1) 

Membandingkan data hasil  pengamatan dengan hasil wawancara; 

(2) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dilakukan sepanjang waktu; (3) 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapatan dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang 

yang berpendidikan enengah atau tinggi, orang berada dan orang 

pemerintahan; (4) membandingkan hasil wawancara dengan suatu 

dokumen yang berkaitan. 

2) Triangulasi dengan metode 

 

Triangulasi ini dilakukan untuk pengecekan terhadap 

penggunaan metode pengumpulan data, dengan menggunakan 

metode interview, metode observasi. Dengan melakukan metode 

tersebut apakah hasil obsevasi sesuai dengan informasi yang 

diberikan pada saat interview (Hutabarat et al., 2022). Begitu pula 

teknik ini diakukan untuk menguji sumber data ketika melakukan 

interview dan obsevasi akan memberikan informasi yang sama atau 

berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan 

perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data 

dengan metode yang digunakan. 



40 
 

 

 

 

 

3) Triangulasi dengan teori 

 

Triangulasi ini dilakukan dengan menguraikan pola hubungan 

dengan menyatakan penjelasan dari suatu analisis. Secara induktif 

dilakukan dengan menyertakan usaha untuk mengolah data yang 

dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan yang logis 

dengan melihat apakah kemungkinan tersebut dapat ditunjang 

dengan data. 



 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian 

dan bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah kain sutera di Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten 

Wajo. Serta menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat 

pengembangan UMKM kain sutera. 

Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka 

terlebih dahulu pemateri menguraikan secara singkat gambaran umum 

lokasi penelitian meliputi gambaran umum lokasi Kabupaten Wajo, dan 

gambaran umum objek penelitian yaitu pengusaha kain sutera, penggrajin 

kain sutera dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro 

Kecil Dan Menengah Kabupaten Wajo (Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

koperasi dan UMKM Kabupaten Wajo) 

1. Gambaran Umum Kabupaten Wajo 

 

Kabupaten Wajo adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan 

yang memiliki luas wilayah 2.506 km2. Berdasarkan data terakhir 

tahun 2020, jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 190, dan jumlah 

penduduk 479.455 jiwa. 
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Table 4.1 

 

Jumlah Penduduk Kabupaten Wajo Berdasarkan Kecamatan 

 

No. Kode Kecamatan 
Luas 

(km2) 

Desa 
/kelurahan 

Jumlah 

Penduduk 
1. 731301 Sabbangparu 132.75 15 33.709 

2. 731302 Pammana 162.10 16 37.566 

3. 731303 Takkalalla 179.76 13 23.860 

4. 731304 Sajoanging 167.01 9 22.981 

5. 731305 Majauleng 225.92 18 40.581 

6. 731306 Tempe 38.27 16 79.878 

7. 731307 Belawa 172.30 9 36.487 

8. 731308 Tanasitolo 154.60 19 46.213 

9. 731309 Maniangpajo 175.96 8 19.309 

10. 731310 Pitumpanua 207.13 27 51.484 

11. 731311 Bola 220.13 11 24.299 

12. 731312 Penrang 154.90 10 19.366 

13. 731313 Gilireng 147.00 9 13.796 

14. 731314 Keera 368.36 10 29.926 

Total 2.506 km2 190 
479.455 

jiwa 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 2023 

Gambar 4.1 

 

Berikut luas kecamatan di Kabupaten Wajo dalam bentuk grafik 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 2023 

https://wajokab.go.id/page/detail/detail_kecamatan?id=731301
https://wajokab.go.id/page/detail/detail_kecamatan?id=731302
https://wajokab.go.id/page/detail/detail_kecamatan?id=731303
https://wajokab.go.id/page/detail/detail_kecamatan?id=731304
https://wajokab.go.id/page/detail/detail_kecamatan?id=731305
https://wajokab.go.id/page/detail/detail_kecamatan?id=731306
https://wajokab.go.id/page/detail/detail_kecamatan?id=731307
https://wajokab.go.id/page/detail/detail_kecamatan?id=731308
https://wajokab.go.id/page/detail/detail_kecamatan?id=731309
https://wajokab.go.id/page/detail/detail_kecamatan?id=731310
https://wajokab.go.id/page/detail/detail_kecamatan?id=731311
https://wajokab.go.id/page/detail/detail_kecamatan?id=731312
https://wajokab.go.id/page/detail/detail_kecamatan?id=731313
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Berdasarkan grafik diatas menujukkan bahwa luas kecamatan di 

Kabupaten Wajo pada posisi pertama ditempati oleh Kecamatan 

Majauleng, disusul oleh Kecamatan Keera, Bola, Sabbangparu, 

Takkalalla, Belawa, Maniangpajo, Pammana, Sajoanging, Tanasitolo, 

Penrang,Pitumpanua, Gilireng, dan yang terakhir Tempe. 

Secara geografis, Kabupaten Wajo terletak pada 3o39 – 4o16 

lintang selatan dan 119o53 – 120o27 bujur timur. Sebagian besar 

daerahnya dataran rendah hinggah dataran bergelombang. Hanya 

sebagian keci yang berupa perbukitan di utara. Gian timur berupa 

dataran rendah dan pesisir teluk Bone, sedangkan bagian barat 

merupakan dataran alluvial danau Tempe dan danau Sidenreng. 

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut : 

 

a) Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Luwu 

 

b) Timur : Teluk Bone 

 

c) Selatan : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone 

d) Barat : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten 

Soppeng 

Kabupaten Wajo berarti bayangan (wajo-wajo) dalam bahasa 

Bugis, yang artinya pohon bajo, diadakan kontrak sosial antara 

masyarakat dan pemimpin adat yang sepakat membentuk Kerajaan 

Wajo. Perjanjian itu diadakan disebuah tempat yang bernama Tosora, 

yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan Wajo. 

Kabupaten Wajo adalah sebuah kerajaan yang tidak mengenal 
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system to manurung sebagaimana kerajaan di Sulawesi Selatan pada 

umumnya. Kebesaran tanah Wajo pada masa dahulu, termasuk 

berkemajuan di bidang pemerintahan, kepemimpinan, demokrasi, dan 

jaminan terhadap hak-hak rakyatnya. 

2. Gambaran Umum Kecamatan Tanasitolo 

 

Wilayah Kecamatan Tanasitolo merupakan salah satu 

Kecamatan yang terletak di Kabupaten Wajo yang berjarak sekitar 9 

km kearah utara dari ibu kota Kabupaten Wajo. Kecamatan Tanasitolo 

mempunyai luas wilayah sekitar 154,60 km dengan jumlah penduduk 

38,350 jiwa. Yang tersebar antara 15 desa/kelurahan. Tanasitolo 

merupakan salah satu daerah yang dijuluki sebagai pusat industri 

persutraan terbesar di Sulawesi Selatan. (Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, koperasi dan UMKM Kabupaten Wajo) 

3. Gambaran Umum Pemerintah Kacamatan Tanasitolo 

 

Pemerintah daerah merupakan wadah pelaksanaan fungsi 

pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan 

institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar 

pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, memberikan 

kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten, 

Kecamatan dan Kota untuk menetapkan organisasi perangkat 

daerahnya sesuai kebutuhan. 
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Dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah 

dalam menentukan pola organisasi, diperlukan dukungan kemampuan 

teknis dan wawasan yang luas dari perilaku pemerintahan dalam 

merumuskan, merencanakan dan mengimplementasikan visi misi 

pemerintah daerah dalam pola organisasi. (Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, koperasi dan UMKM Kabupaten Wajo) 

4. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi, UMKM Kabupaten Wajo 

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 

2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo 

Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat 

Daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo yang disingkat menjadi 

PERINDAGKOP dan UMKM, dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 106 tahun 2019 taggal 21 Juni 2019 tentang 

kedudukan susunan organisasi, rincian tugas, fungsi dan tata kerja 

PERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Wajo. 

Untuk melaksakan tugas pokok yang dimaksud, 

PERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Wajo mempunyai fungsi, 

sebagai berikut : 

1. Penyusunan kebijakan daerah. 

 

2. Pelaksanaan kebijakan daerah. 

 

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaa kebijakan daerah. 
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4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait 

tugas dan fungsinya. 

a. Visi 

Terwujudnya layanan informasi public yang professional, 

transparan dan akuntabel 

b. Misi 

 

1. Meningkatkan tata kelola informasi publik 

 

2. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang layanan 

informasi public 

3. Menjelaskan kualitas system informasi pelayanan public 
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c. Struktur organisasi 

 

Adapun struktur organisasi Dinas Perindustrian, 

perdagangan, koperasi dan UMKM Kabupaten Wajo sebagai 

berikut : 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi 

 

 

 

Sumber : Dinas PERINDAGKOP,2023 
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Berikut adalah data UMKM kain sutera di Desa Pakkanna, 

Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo 

Table 4.2 

Data UMKM kain sutera di Desa Pakkanna 

 

Sumber : Dinas PERINDAGKOP,2022 

 

Tabel 4.3 

 

Akumulasi Data Industri Kain Sutera (2021-2022) 

 

Tahun Jumlah Pengusaha 

2021 15 

2022 45 

Sumber : Dinas PERINDAGKOP,2022 

 

Akumulasi data pengusaha tenun sutera dari tahun 2021-2022 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari jumlah pengusaha kain 

sutera di Desa Pakkanna, Kabupaten Wajo. Sehingga penyuluh dari 

Dinas PERINDAGKOP memaksimalkan memberikan pelatihan dan 

pembinaan kepada sektor penggrajin sutera. Serta adanya pemberian 
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bantuan modal untuk pembelian perlengkapan tenun, seperti benang, 

kain dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan masyarakat 

penggrajin sutera. 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

1. Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Kain Sutera 

 

Strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM kain sutera dalam 

memberdayakan penenun sutera telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Wajo. Dengan ini, peneliti akan menjelaskan indikator yang meliputi, 

stabilisator, innovator, modernisator, dan pelopor. 

Gambar 4.3 

Strategi Pemerintah 

 

 

Sumber hasil analisis dari NVivo,2024 

 

Dari hasil analisis data dari aplikasi NVivo menunjukkan bahwa 

adanya perbendaan dalam strategi pemerintah yang dimana menunjukkan 

bahwa strategi pemerintah sebagai stabilisator sebanyak 30% berperan 

dalam menciptakan kestabilan ekonomi dalam pengembangan UMKM kain 

sutera. Hal ini dilakukan dengan memberikan berbagai kebijakan dan 

regulasi yang dapat menjaga kondisi ekonomi yang kondusif bagi kelompok 
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UMKM kain sutera dan masyarakat pengrajin kain sutera. 

 

Sedangakan, pemerintah sebagai pelopor sebayak 25% bertugas 

sebagai pihak yang mempromosikan dan mendukung perkembangan 

UMKM kain sutera. Dengan hal tersebut, pemerintah dapat memberikan 

peluang untuk perkembangan UMKM kain sutera di Desa Pakkanna, 

Kabupaten Wajo. 

Adapun perbandingan dengan strategi pemerintah sebagai 

modernisator, yaitu sebanya 25%. Dalam hal tersebut pemerintah berupaya 

untuk memoderninsasi UMKM kain sutera dengan memperkenalkan 

teknologi dan sistem manajemen terbaru. Pemerintah juga telah 

memfasilitasi dan membantu dalam pengembangan UMKM kain sutera 

dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan agar dapat bersaing di 

pasar global. 

Adapun strategi pemerintah sebagai innovator sebanyak 20%, 

berperan sebagai penggagas ide-ide inovatif dalam pengembangan UMKM 

kain sutera. Dengan itu, pemerintah dapat menciptakan peluang dalam 

mengimplementasikan ide-ide baru untuk meningkatkan daya saing dan 

kreativitas pengrajin dan kelompok UMKM kain sutera. 
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1. Stabilisator 

 

Gambar 4.4 

Pemerintah sebagai stabilisator 

 

Sumber hasil analisis dari NVivo,2024 

 

Dari hasil analisis aplikasi NVivo menunjukkan bahwa adanya 

kesamaan antara dukungan dari berbagai pihak yaitu masyarakat 

pengrajin kain sutera, kelompok UMKM kain sutera dan kepala bidan 

industri yang dimana data tersebut menghasilkan persamaan. 

Pemerintah sebagai stabilisator dalam pengembangan UMKM kain 

sutera dapat lebih efektif dalam mengarahkan, mengelola program 

yang mendukung dalam menumbuh kembangkan UMKM kain sutera 

di Desa Pakkanna, Kabupaten Wajo. 

Peran pemerintah dalam pengembangan UMKM kain sutera di 

Desa Pakkanna sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang 

kondusif dan berkelanjutan untuk pengembangan sektor tersebut. 

Pemerintah Kabupaten Wajo dalam pengembangan UMKM kain 
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sutera, pemerintah menyediakan infrastruktur. Infrastruktur sangat 

berpengaruh terhadap laju perkembangan UMKM karena saran dan 

prasarana infrastruktur mempunyai peran yang strategis dalam proses 

produksi, distribusi, maupun pemasaran. 

Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Darwis selaku Ketua 

Bidang Perindustrian, bahwa : 

“Pemerintah Daerah telah memberikan serta menyediakan 

infrastruktur yang mendukung dalam pengembangan UMKM 

kain sutera. Infrastruktur merupakan bagian dari modal fisik 

yang tak kalah penting dari modal lainnya. Dalam bentuk 

pengadaan gedung atau ruang produksi, penyediaan saran 

transportasi, dan pengembangan jaringan akses internet. 

Pemerintah telah menyediakan alat tenun yang telah dibagian 

kepada masyarakat penggrajin kain sutera. Dengan adanya 

infrastruktur yang memadai, pemerintah Kabupaten Wajo 

meningkatkan efisiensi dan pruduktifitas kain sutera” 

(wawancara dengan Muhammad Darwis Kamis 18 Januari 

2024). 

Bersadarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat 

mengerti bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo telah memfasilitasi 

kelompok UMKM dan penggrajin kain sutera dalam bentuk 

pengadaan gedung atau ruang produksi, penyediaan saran transportasi, 

dan pengembangan jaringan akses internet. Serta alat tenun yang telah 

dibagian kepada masyarakat penggrajin kain sutera. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan kelompok UMKM 

sekaligus pengusaha penggrajin kain sutera yang mengatakan bahwa : 

“Kami telah menerima bantuan dari pemerintah sebagai salah 

satu upaya dalam stabilisasi usaha kami. Bantuan yang 

diberikan yaitu dalam bentuk alat tenun, serta pengembangan 

jaringan  untuk  mengakses  produksi,  distribusi  maupun 
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pemasaran. Namun, kami tidak menerima bantuan dalam hal 

pengadaan ruang produksi, dikarenakan usaha ini saya 

kembangkan sendiri baik itu dari sistem keuangan” 

(wawancara dengan Ibu Reni, Senin 22 Januari 2024). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa sektor UMKM di desa Pakkanna Kabupaten 

Wajo tidak menerima bantuan modal berupa uang, dikarenakan 

mereka mengembangkan usahanya secara mandiri, melainkan mereka 

sangat terbantu dengan adanya bantuan fisik seperti pembagian alat 

tenun untuk pengrajin kain sutera oleh pemerintah. Sehingga 

masyarakat penggrajin dapat memproduksi, dan pengusaha dapat 

memaksimalkan pemasaran kain sutera baik itu offline maupun online. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Dayat sebagai 

pengusaha UMKM kain sutera mengatakan bahwa : 

“Bantuan saran dan prasarana yang telah diberikan oleh 

pemerintah dalam memfasilitasi kami dalam bentuk bantuan 

pemasaran. Seperti pengadaan pameran kain sutera, sangatlah 

membantu penjualan produksi usaha kami” (wawancara 

dengan Bapak Dayat, Kamis 18 Januari 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa kelompok UMKM telah mendapat bantuan dari pemerintah, 

yakni pemerintah mengadakan pameran dalam bentuk pemasaran 

produksi kain sutera. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Intan selaku masyarakat 

penggrajin yang menyatakan bahwa : 

“Kami telah terbantu dengan adanya sarana dan prasarana 

yang diberikan pemerintah kepada kami, seperti alat tenun, 
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benang, serta perkakas yang digunakan pada saat pembuatan 

kain sutera. Kami berusaha memanfaatkan dengan baik dan 

mengelola agar kami dapat memproduksi kain sutera yang 

berkualitas dan mampu bersaing dengan pasar dunia.” 

(wawancara dengan Ibu Intan, Kamis 18 Januari 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya 

sarana dan prasarana yang difasilitas oleh pemerintah sehingga 

masyarakat dapat memproduksi tenunan yang lebih berkualitas dan 

lebih meningkat. 

Dengan adanya peran pemerintah sebagai stabilisator dalam 

pengembangan UMKM kain sutera bekerja sama dengan Dinas 

Perindustrian Kabupaten Wajo yang menyediakan perlengkapan yang 

dibutuhkan oleh kelompok UMKM dan pengrajin sutera. Bertujuan 

untuk memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat 

pengrajin dan kelompok UMKM. Maka diharapkan sektor UMKM 

kain sutera dapat berkembang dengan baik, memberikan kontribusi 

ekonomi yang signifikan, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi 

masyarakat setempat. 
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2. Innovator 

 

Gambar 4.5 

Pemerintah sebagai innovator 

 

 

Sumber hasil analisis dari NVivo, 2024 

 

Dari hasil analisis aplikasi NVivo menunjukkan bahwa adanya 

hasil data dalam pengembangan UMKM kain sutera, yang dimana 

masyarakat pengrajin menunjukkan data sebanyak 14% bertujuan 

untuk membuat kebijakan yang mendukung dalam pengembangan 

UMKM kain sutera. Dengan itu, pemerintah akan membantu dan 

memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pengrajin dan 

pengusaha UMKM kain sutera. 

Adapun peran kelompok UMKM kain sutera sebanyak 21%, 

dimana merekalah yang akan melakukan produksi sehari-hari dan 

menjalankan ktivitas bisnis secara langsung. Mereka bertanggung 

jawab dalam mengelolah pemasaran dan kualitas produk agar terus 

berkembang. 

Sedangkan peran pemerintah dalam pengembangan UMKM 
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kain sutera memiliki peran terbesar sebanyak 50%, dimana 

pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan 

UMKM kain sutera yakni, bertanggung jawab dalam mengelola dan 

mengembangkan UMKM kain sutera. Dengan hal tersebut, 

Pemerintah akan mengkoordinasi dengan pihak yang terkait. Seperti, 

pemasok bahan baku, distributor, dan pihak lainnya untuk memastikan 

kelancaran produksi kain sutera. 

Dengan hal tersebut, sebagai innovator pemerintah mampu 

menciptakan ide-ide baru dalam mengembangkan solusi yang kreatif. 

Pemerintah dapat memberikan dorongan yang dapat memperkuat 

potensi industri kain sutera untuk mendorong kreatifitas dan 

prekomunian sektor UMKM kain sutera dan masyarakat penggrajin 

secara keseluruhan. Membangun jejaring dan kerjasama dengan sektor 

UMKM kain sutera dengan pengrajin kain sutera dengan desainer, 

pengusaha tekstil, dan pemasok bahan baku. Dengan kerjasama 

tersebut dapat memfasilitasi pengetahuan, teknologi dan sumber daya 

manusia, sehingga dapat meningkatkan inovasi dan daya saing 

UMKM kain sutera. 

Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Darwis selaku Ketua 

Bidang Perindustrian, bahwa : 

“Benar adanya bahwa jaringan dan kerja sama sangat penting 

untuk meningkatkan daya saing di dunia pemasaran, sejauh 

ini kami telah menyediakan saran dan prasarana untuk 

membantu kelangsungan usaha industri kain sutera. Jaringan 

kerjasama yang kami telah sediakan dari pemeritah yaitu 

sektor  UMKM  sebagai  distributor  dengan  kelompok 
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penggrajin kain sutera sebagai produsen. Dengan hal tersebut 

mereka saling bekerja sama satu sama lain”.(wawancara 

dengan Muhammad Darwis, Kamis 18 Januari 2024). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan jaringan dan 

kerja sama antara sektor UMKM kain sutera sebagai distributor dan 

pengrajin sebagai produsen sehisngga mampu mengelola prekomunian 

serta memenuhi kemauan konsumen. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Dayat selaku 

kelompok UMKM mengatakan bahwa : 

“Dengan kebijakan pemerintah sebagai innovator yakni 

dimana pemerintah memberikan inovasi yang baru terhadap 

perkembangan pemasaran produksi kain sutera, dengan 

adanya kerjasama yang dilakukan dengan kelompok 

pengrajin kain sutera dengan sektor pengusaha kain sutera, 

kami sangat terbantu dan kami bisa memenuhi produksi 

pemasaran” (wawancara dengan Bapak Dayat, Kamis 18 

Januari 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa dengan memenuhi kebutuhan konsumen, sektor 

UMKM kain sutera telah terbantu dengan adanya kebijakan 

pemerintah yakni dengan melakukan kerja sama dengan pengrajin 

atau penenun kain sutera. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Isa selaku masyarakat 

pengrajin kain sutera mengatakan bahwa : 

“Dengan adanya bantuan jaringan kerjasama dari pemerintah 

dengan sektor UMKM kain sutera itu akan mempermudah 

kami sebagai masyarakat penenun sutera sehingga hasil 
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tenunan kami semakin berkualitas dan lebih 

meningkat”(wawancara dengan Ibu Isa, Senin 22 Januari 

2024) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pemberian berupa sarana dan prasarana dari 

pemerintah dapat mempermudah masyarakat penenun atau pengrajin 

kain sutera dalam meningkatkan hasil tenun yang berkualitas. 

Bentuk peran pemerintah dalam pengembangan UMKM kain 

sutera dari segi innovator yakni memberikan inovasi kepada sektor 

UMKM dan pengrajin kain sutera, agar dapat meningkatkan daya 

saing UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. Dengam memajukan 

sektor industry lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

3. Modernisator 

 

Gambar 4.6 
 

Sumber hasil analisis dari NVivo,2024 

Dari hasil analisis aplikasi NVivo menunjukkan perbedaan 

antara strategi dalam pengembangan UMKM kain sutera. Dari hasil 

analisis menunjukkan bahwa pemerintah memberikan dukungan 

kepada masyarakat pengrajin yang menghasilkan data sebanyak 40%. 



59 
 

 

 

 

 

Hal tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan dan 

pendampingan kepada para pengrajin untuk meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan dalam memproduksi kain sutera yang 

berkualitas. 

Pemerintah juga memberikan dukungan sebanyak 40%, yakni 

dengan membantu memfasilitasi kebutuhan pengrajin dan kelompok 

UMKM kain sutera dalam melakukan produksi dan pemasaran kain 

sutera. Sementara itu, kelompok UMKM mmenghasikan data 

sebanyak 20%, yang dimana mereka mendapatkan dukungan dan 

fasilitas secara finansial, pelatihan manajemen, serta akses dalam 

meningkatkan kualitas produk untuk berkembang dan dapat bersaing 

di pasar lokal maupun global. 

Peran Pemerintah sebagai modernisator dalam pengembangan 

UMKM kain sutera, pemerintah dapat membantu meningkatkan 

pertumbuhan dan daya saing di pasar global. Pemerintah menyediakan 

dana dan dukungan untuk penelitian dalam pengembangan UMKM 

kain sutera di Desa Pakkanna. 

Dalam pengembangan pusat modernisasi yang berfungsi untuk 

mendukung penelitian dan pengembangan industri kain sutera. 

Dengan adanya pusat inovasi, UMKM kain sutera dapat memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan baru yang akan membantu mereka 

dalam meningkatkan produksi pemasaran. Sebagai modernisator, 

pemerintah bertanggung jawab dalam mengintegrasikan perubahan 

teknologi, kebijakan ekonomi, serta transformasi sosial dalam 

pengembangan UMKM kain sutera. 
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Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Darwis selaku Ketua 

Bidang Perindustrian, bahwa : 

“Kami telah memberikan pelatihan dan pendidikan untuk 

sektor UMKM kain sutera dan pengrajin kain sutera. 

Pelatihan tersebut dapat mencakup teknik produksi, desain, 

pemasaran, manajemen usaha perindustrian kain sutera. 

Pemerintah berperan sebagai modernisator dalam 

pengembangan UMKM kain sutera, dengan hal tersebut 

pemerintah telah berperan dalam mengembangkan 

modernisasi agar UMKM kain sutera dapat berkembang 

dengan lancar”(wawancara dengan Muhammad Darwis, 

Kamis 18 Jan 2024). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Wajo sebagai 

modernisator dalam pengembangan UMKM kain sutera. Pemerintah 

telah menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan khusus dalam 

mengkaji dan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam 

menghasilkan produk yang berkualitas. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Reni selaku kelompok 

UMKM mengatakan bahwa : 

“Dengan pengadaan pelatihan dan pendidikan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, kami selaku sektor 

pengusaha kain sutera sangat membantu kami dalam proses 

pemasaran produk”. (wawancara dengan Ibu Reni, Senin 22 

Januari 2024). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa dengan adanya pelatihan baik itu proses 

distribusi, produksi, dan pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah 

dapat membangun semangat sektor UMKM dalam proses distribusi, 

produksi, serta pemasaran global. 
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Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Norma selaku pengrajin 

kain sutera mengatakan bahwa : 

“Dengan pelatihan dan pendampingan yang kami dapatkan 

pada saat pendidikan. Kami selaku masyarakat penggrajin 

sangat membantu dalam proses pelatihan tersebut, sehingga 

kami dapat mengkreasikan motif baru sesuai dengan harapan 

konsumen, dan tingkat pemasaran bisa lebih berjalan dengan 

lancar”.(wawancara dengan Ibu Norma, Senin 22 Januari 

2024) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang diberikan 

kepada pengrajin kain sutera sangat membantu dalam proses 

penenunan kain sutera sesuai dengan harapan konsumen, dan tingkat 

permintaan pemasaran juga lebih efektif. 

Dengan melibatkan pemerintah sebagai modernisator dalam 

pengembangan UMKM kain sutera. Diharapkan sektor UMKM kain 

sutera dan pengrajin dapat lebih berkembang, produktif dan mampu 

bersaing di pasar lokal maupun internasional. Serta memberikan 

manfaat ekonomi bagi masyarakat penggrajin dan melestarikan 

kebudayaan tradisi dalam pembuatan kain sutera di Kabupaten Wajo. 
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4. Pelopor 

 

Gambar 4.7 

Pemerintah sebagai pelopor 

 

 

Sumber hasil analisis dari NVivo,2024 

 

Dari hasil analisis aplikasi NVivo menunjukkan peran 

pemerintah sebagai pelopor dalam pengembangan UMKM kain 

sutera. Dalam hal tersebut, Pemeritah perlu mengkaji dan 

meningkatkan regulasi yang mendukung dalam pengembangan 

UMKM kain sutera. Sebagai pelopor, pemerintah harus mampu 

membentuk dan memperkuat regulasi yang efektif dalam 

meningkatkan keterampilan, pendidikan dan memfasilitasi program 

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Darwis selaku Ketua 

Bidang Perindustrian, bahwa : 

“Kami telah memberikan pelatihan dan pendidikan kepada 

para pengusaha UMKM kain sutera. Dengan itu, kami 

menyediakan workshop dan kursus untuk meningkatkan 

keterampilan mereka dalam produksi kain sutera. Kami juga 

memberikan bantuan secara finansial kepada UMKM dan 

pengrajian kain sutera yang ingin memperluas usaha mereka 

atau meningkatkan kualitas produk mereka. Ini termasuk 
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program bantuan dari pemerintah seperti memfasilitasi Alat 

Tenun Bukan Mesin (ATBM) kepada pengrajin kain sutera. 

Kami juga telah mempromosikan kain sutera UMKM secara 

aktif baik dalam negeri maupun luar negeri. Kamu juga 

menghadiri pameran dan acara bisnis untuk memperluas 

jangkauan pemasaran. .”(wawancara dengan Muhammad 

Darwis, kamis 18 Januari 2024)” 

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

melalui peran pemerintah sebagai pelopor dalam pengembangan 

UMKM kain sutera, dengan itu pemerintah telah melakukan program 

yang mendukung kelansungan produksi dan pemasaran oleh sektor 

UMKM kain sutera dengan pengrajin kain sutera. Serta pemerintah 

juga memberikan bantuan secara finansial sarana dan prasana dalam 

memenuhi kebutuhan pengrajin kain sutera untuk meningkatkan 

kualitas produk. 

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengembangan UMKM kain 

Sutera 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan 

pengembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo 

Gambar 4.8 
 

Sumber hasil analisis dari NVivo,2024 

 

Mengenai hasil penelitian dari aplikasi NVivo menunjukkan 
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bahwa strategi pemerintah dalam faktor pendukung sebanyak 80% 

menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam pengembangan 

UMKM kain sutera sesuai dengan target pemasaran, serta adanya 

tingkatan inovasi dari pemerintah dalam mendukung perkembangan 

UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. 

Sedangkan faktor penghambat sebesar 20%, yang dimana dalam 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya hambatan dalam 

persaingan global, sehingga dapat menjadi salah satu masalah dalam 

pengembangan UMKM kain sutera di Desa Pakkanna, Kabupaten 

Wajo. Namun dengan penanganan dan strategi pemerintah dapat 

berkembang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan 

bahwa pentingnya dalam memperhatikan faktor-faktor mengenai 

strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM kain sutera di Desa 

Pakkanna, Kabupaten Wajo. 

1. Faktor Pendukung 

a. Potensi Bahan Baku 

 

Salah satu strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM 

kain sutera adalah memastikan bahwa ketersediaan bahan baku yang 

sudah memadai untuk perkembangan produksi kain sutera di 

Kabupaten Wajo. 

Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Darwis selaku Ketua 

Bidang Perindustrian, bahwa : 

“Pemerintah menyatakan bahwa bahan baku yang mereka 

dapatkan dari petani sutera lokal yang memiliki kualitas yang 
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tinggi, selain memanfaatkan produk lokal, mereka juga 

menggunakan bahan baku import untuk memberikan kualitas 

yang lebih baik”(wawancara dengan Muhammad Darwis 18 

Januari 2024). 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi bahan baku 

dalam pembuatan kain sutera menggunakan produk lokal dan sebagian 

menggunakan produk import untuk memberikan hasil yang maksimal. 

Hasil wawancara dengan Ibu Isa selaku kelompok pengrajin 

kain sutera mengatakan bahwa : 

“Pada saat penenunan tidak semua bahan yang kami gunakan 

itu dari lokal, kami juga menggunakan benang import yang 

biasa disebut dengan benang india dan benang cina untuk 

membuat motif khas bugis memberikan kualitas yang lebih 

baik” (wawancara dengan Ibu Isa, Senin 22 Januari 2024) 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk meningkatkan 

kualitas produk kain sutera, pengrajin juga menggunakan bahan 

import dari luar untuk membuat motif khas bugis, agar lebih tahan 

lama dan lebih berkualitas. 

b. Keterampilan Tenaga Kerja 

Dengan keterampilan tenaga kerja pengrajin kain sutera, 

pemerintah dapat membuat pelatihan bagi pengrajin kain sutera untuk 

menggali dan mengasah potensi pengrajin. 

Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Darwis selaku Ketua 

Bidang Perindustrian, bahwa : 

“Salah satu faktor pendukung dalam pengembangan UMKM 

kain sutera, yaitu pemerintah turut andil dalam memajukan 

masyarakat pengrajin kain sutera yakni dengan cara 

memberikan pelatihan dalam mengembangkan motif kain 

sutera agar tetap dijaga sebagai warisan turun temurun yang 
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perlu dilestarikan, pendampingan. Selain itu kami bekerja 

sama dengan pihak lembaga pendidikan untuk memberikan 

pelatihan khusus dalam pengembangan desain dan teknik 

produksi yang lebih modern. Pelatihan ini kami laksanakan 

sekali dalam setahun.”(wawancara dengan Muhammad 

Darwis, Kamis 18 Januari 2024)” 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah 

dalam mengembangkan UMKM kain sutera yaitu dengan 

melaksanakan program pelatihan dan pendampingan kepada sektor 

UMKM dan pengrajin kain sutera yang dilaksanakan sekali dalam 

setahun. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sektor 

UMKM dan pengrajin mendapatkan bimbingan dan dukungan yang 

penuh dalam mengembangkan usaha kain sutera. 

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Ibu Reni selaku kelompok 

UMKM sekaligus pengusaha pengrajin kain sutera mengatakan bahwa 

“Salah satu faktor yang menjadi pendukung dari upaya 

pemberdayaan adalah komitmen pemerintah dalam 

melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat pengrajin dan 

sektor UMKM. Pemerintah memberikan fasilitas yang 

mendukung produk unggulan agar terus berkembang salah 

satu dukungan dari pemerintah yaitu memberikan pelatihan 

keterampilan dalam pembuatan kain sutera, manajemen 

usaha, kepemimpinan, pemasaran dan berbagai aspek yang 

dibutuhkan” (wawancara dengan Ibu Reni 22 Januari 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pihak pemerintah telah memberikan pendampingan yang 

dibuhkan oleh masyarakat pengrajin maupun sektor UMKM kain 

sutera, hal tersebut dapat meningkatkan dan mendukung produktivitas 

UMKM kain sutera terus berkembang. 
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c. Pemasaran dan Produksi 

 

Dengan menciptakan kebijakan yang mendukung 

pengembangan UMKM kain sutera. Dengan melakukan pemasaran 

dan produksi yang efektif dapat meningkatkan penjualan dan 

pengenalan kain sutera kepada masyarakat luar. Dukungan dari 

pemerintah tersebut dapat menjadi faktor penting bagi perkembangan 

UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. 

Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Darwis selaku Ketua 

Bidang Perindustrian, bahwa : 

“Pemerintah Kabupaten Wajo mendukung adanya pemasaran 

dan promosi untuk mendukung perkembangan kain sutera di 

Kabupaten Wajo. Pemasaran dan produksi dilakukan dengan 

berbagai cara, antara lain yaitu membuka bazar, mengadakan 

pameran produk khusus kain sutera, melakukan penjualan 

online, membantu mendapatkan sertifikasi label produk yang 

berkualitas dan memfasilitasi akese pemasaran lokal maupun 

global”.(wawancara dengan Muhammad Darwis 18 Januari 

2024)” 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

dengan dukungan pemerintah membuka peluang pemasaran dan 

produksi, pemerintah melaksanakan bazar untuk pengenalan produk 

kain sutera di masyarakat luar, mengadakan pameran kain sutera, 

melakukan penjualan online, serta membantu mendapatkan sertifikasi 

label produk yang berkualitas dan mendukung distribusi pemasaran. 

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak Dayat selaku sektor 

UMKM kain sutera mengatakan bahwa : 

“Dengan dukungan yang diberikan dari pemerintah yaitu 

membantu dalam proses pemasaran dan produksi. Kami telah 
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mengikuti berbagai event yang diselenggarakan oleh 

pemerintah untuk mempromosikan dan memasarkan produk 

kami, serta adanya pameran yang membantu kami dalam 

meningkatkan penjualan, baik itu melalui media sosial, 

brosur website dan sebagainya.” (wawancara dengan Bapak 

Dayat, Kamis 18 Januari 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pemerintah telah memfasilitasi sektor UMKM kain sutera 

dalam memfasilitasi akses pemasaran, yaitu dengan mengadakan 

bazar, event, yang digelar untuk mempromosikan dan memasarkan 

produk kain sutera agar lebih dikenal pusat pemasaran global. 

d. Infrastruktur 

Mengenai tentang infrastruktur yang memadai pemerintah 

melibatkan berbagai perencanaan, pengembangan serta pembangunan 

dan pengelolaan instruktur yang diperlukan sektor UMKM kain sutera 

maupun masyarakat pengrajinn untuk meningkatkan kualitas hidup 

penduduk serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat 

pengrajin kain sutera maupun sektor UMKM kain sutera. 

Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Darwis sebagai Ketua 

Bidang Perindustrian, bahwa : 

“Untuk mendukung ketersediaan infrastruktur dalam 

pengembangan UMKM kain sutera, maka hal tersebut 

pemerintah Kabupaten Wajo memfasilitasi infrastruktur 

seperti memberikan bantuan fisik yaitu alat tenun, pusat 

produksi, pusat pelatihan dan pendampingan serta tempat 

pemasaran kain sutera. Infrastrutur tersebut dapat membantu 

masyarakat untuk mempercepat proses pembuatan produk, 

meningkatkan kualitas dan mendukung distribusi pemasaran” 

(wawancara dengan Muhammad Darwis, Kamis 18 Januari 

2024) 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa dengan mendukung pengusaha UMKM kain sutera dan 

masyarakat pengrajin, pemerintah telah menyediakan sarana dan 

prasarana dalam hal tersedianya infrastruktur yang sudah memadai. 

Seperti, memfasilitasi masyarakat pengrajin dengan memberikan alat 

tenun, pusat produksi, seperti pengadaan bazar, pameran, 

melaksanakan program pendampingan dan pelatihan. Tujuan dari hal 

tersebut yaitu untuk membantu sektor UMKM kain sutera dan 

pengrajin kain sutera dapat berkembang dan bersaing di dunia global. 

Selanjutnya, hasil wawancaran dengan Bapak Dayat sebagai 

pengusaha UMKM kain sutera mengatakan bahwa : 

“Pemerintah memberikan bantuan dalam hal pengembangan 

UMKM kain sutera yaitu dengan mewadahi kami 

infrastruktur yang memadai. Dengan hal tersebut kami bisa 

mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

seperti mengikuti event, bazar, pameran untuk mengenalkan 

kain sutera di masyarakat luar maupun global” (wawancara 

dengan Bapak Dayat, Kamis18 Januari 2024) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pemerintah telah mefasilitasi sektor UMKM kain sutera dan 

masyarakat pengrajin kain sutera yaitu melaksakan event, pameran, 

bazar khusus produk kain sutera. Dengan tujuan untuk membantu 

distribusi pemasaran kain sutera dan memperluas pemasaran. 

Secara keseluruhan mengenai faktor pendukung dalam 

pengembangan UMKM kain sutera, dapat disimpulkan bahwa Dinas 

Perindustrian telah memaksimalkan pengemabangan UMKM kain 
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sutera. Dengan tahapan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan 

dengan maksimal, sehingga sektor UMKM kain sutera dengan 

pengrajin kain sutera di Kabupaten Wajo bisa berkembang dan 

dikenal di dunia global. 

2. Faktor Penghambat 

 

Sementara itu, adapun faktor penghambat yang dapat mempengaruhi 

kelangsungan pengembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo, yaitu 

adanya persaingan global kehadiran produk kain sutera import yang lebih 

murah dan mudah di akses dapat menjadi faktor penghambat bagi UMKM 

kain sutera di Kabupaten Wajo. Dengan persaingan tersebut dapat 

mengancam kelangsungan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo. 

Berikut hasil wawancara dengan Muhammad Darwis sebagai Ketua 

Bidang Perindustrian: 

“Faktor yang menjadi penghambat lainnya menurut saya 

adalah masih banyak konsumen yang masih belum percaya 

dengan produk lokal. Berbicara tentang kualitas, kualitas kain 

sutera sangat layak untuk disaparkan ke masyarakat baik 

dalam neggeri maupun luar negeri. Tapi kembali lagi dengan 

pola piker masyarakat yang terbilang masih lebih 

mengedepankan produk-produk import daripada lokal. 

Melalui pemasaran tersebut pemerintah Kabupaten Wajo 

akan mengambil langkah-langkah yang lebih efisien dan 

efektif yang menguntungkan kedua belah pihak”(wawancara 

dengan Muhammad Darwis, kamis 18 Januari 2024)” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masih 

banyak masyarakat yang lebih menginginkan produk luar dibandingkan 

produk lokal. Dari hasil wawancara tersebut dapat mewakili semua 

argument sektor UMKM kain sutera dan sektor pengrajin kain sutera. 
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Dengan menindaklanjuti masalah tersebut pemerintah derah khususnya 

generasi muda agar lebih mengutamakan produk dalam negeri dengan 

tujuan untuk meningkatkan perkembangan prekomunian masyarakat 

pengrajin kain sutera dan sektor UMKM kain sutera. 

Dari seluruh hasil observasi penelitian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM kain sutera di 

Desa Pakkanna, Kabupaten Wajo memiliki faktor pendukung dan faktor 

penghambat kelangsungan UMKM kain sutera. Faktor pendukung dalam 

penegembangan UMKM kain sutera yaitu potensi bahan baku, keterampilan 

ketenaga kerja, pemasaran dan produksi, serta infrastruktur yang sudah 

berkembang. Adapun faktor penghambat pengembangan UMKM kain 

sutera yaitu ketatnya persaingan global yang memungkinkan menjadi salah 

satu kendala dalam prekomunian masyarakat pengrajin kain sutera. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 

1. Peran Pemerintah sebagai stabilisator berperan untuk menjaga 

stabilitas UMKM kain sutera. Sebagai innovator juga memiliki peran 

untuk menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru pada suatu agar 

dapat berkembang dan berjalan dengan lancar. Dalam mengarahkan 

masyarakat menuju modernisasi, sebagai modernisator pemerintah 

memberikan suatu pendidikan dan pelatihan sumber agar dapat 

meningkatkan pengetahuaan, keterampilan serta kualitas mutu 

produk.Sebagai pelopor pemerintah ber peran sebagai perumus 

kebijakan dan penyusun rencana pembangunan. Sehingga mampu 

menunjukkan contoh nyata dan mendorong semangat masyarakat 

melalui tindakan yang bermanfaat. 

2. Strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM kain sutera di Desa 

Pakkanna, Kabupaten Wajo memiliki faktor pendukung dan faktor 

penghambat kelangsungan UMKM kain sutera. Faktor pendukung 

dalam penegembangan UMKM kain sutera yaitu potensi bahan baku, 

keterampilan ketenaga kerja, pemasaran dan produksi, serta 

infrastruktur yang sudah berkembang. Adapun faktor penghambat 

pengembangan UMKM kain sutera yaitu ketatnya persaingan global 

yang memungkinkan menjadi salah satu kendala dalam prekomunian 

masyarakat maupun sektor pengrajin kain sutera. 
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B. SARAN 

 

Setelah melakukan penelitian terkait strategi pemerintah dalam 

pengembangan UMKM kain sutera di Kabupaten Wajo, tepatnya di Desa 

Pakkanna, adapun beberapa saran agar masyarakat pengrajin dan sektor 

UMKM kain sutera semakin berdaya, yaitu : 

1. Dinas perindustrian harus selalu melakukan pemantauan, sosialisasi 

agar usaha yang dijalankan berjalan sesuai dengan harapan, termasuk 

dalam pelatihan, pembinaan maupun pengetahuan dan pendampingan 

agar usaha masyarakat semakin meningkat. 

2. Masyarakat pengrajin kain sutera harus lebih kreatif lagi,dan selalu 

melibatka diri dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, 

agar produksi yang dihasilkan lebih meningkat dan berkembang. 
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